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Evaluasi 
KABUPATEN / KOTA 

LAYAK ANAK
2019



262 juta

Penduduk 
INDONESIA

Jumlah 
KELUARGA

65 juta

Jumlah 
ANAK

87 juta

Sumber :  Profil Anak Indonesia, KPPPA, 2017

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA 
TAHUN 2017 

83,4 juta
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83,4 juta < 83,4 
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Masalah?

Intervensi ?

Strategi ?
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1. Obligation to 
conduct

2. Obligation to 
achieve
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kabupaten/kota dengan sistem 

pembangunan yang menjamin 
pemenuhan hak Anak dan 

perlindungan khusus Anak yang 

dilakukan secara terencana, 
menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?



Kab/Kota

Hijau

Kab/Kota

Aman

BencanaKab/Kota 

Sehat

Kab/Kota 
Layak 
Anak 
(KLA)

Kab/Kota 

Peduli

HAM

Kab/Kota

Inklusi

KLA Terintegrasi dengan
“inisiatif pengembangan Sistem 2 

Kabupaten/Kota di Indonesia”
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Kab/Kota

Cerdas



Prinsip KLA

1. Tata kelola “good governance”
2. Kepentingan terbaik
3. Non diskriminasi
4. Hiudp , keansungan hidup, tumbuh dan

berkembang
5. Menghargai / respect Pandangan anak.



5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”

KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA 
DAN PENGASUHAN 
ALTERNATIF

KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN 
KESEJAHTERAAN

KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN 
WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN 
BUDAYA

KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS 

Pemenuha
n

Hak Anak

Perlindungan 
Khusus Anak

PERLINDUNGAN 
ANAK
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KLA

OTONOMI DAERAH 
MELALUI

UU 23 TAHUN 2014



UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 21  

• Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan 
melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung 
kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak di daerah.

• Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun 

Kabupaten/ Kota Layak Anak. 
• Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

12



13

MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA 

mengkoordinasikan
pelaksanaan Kebijakan

KLA.

bertanggung jawab atas
terwujudnya KLA di 

provinsi

penyelenggaraan KLA di 
kabupaten/kota, 
bupati/walikota

membentuk gugus tugas
KLA

melakukan evaluasi 
penyelenggaraan KLA 

secara berkala setiap tahun
dan sewaktu-waktu apabila

diperlukan

melakukan evaluasi
penyelenggaraan KLA 

secara berkala setiap tahun
sesuai kewenangannya

evaluasi penyelenggaraan
KLA secara berkala setiap

tahun sesuai
kewenangannya.

PENYELENGGARAAN KLA



2010:
KPP KPPPA

2002:
UU 23/2002 
Perlindungan
Anak

2013: 
Asosiasi
Perusahaan 
Sahabat
Anak
(APSAI)

1989
KHA 
Global

1990 
Pemri
Ratifika
si KHA

2014:

• UU 
23/2014 
Pemda

• UU 
35/2014 
Perubahan
Pertama
Atas UU 
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2017:
• UU 1/2017 

Perubahan
Kedua Atas
UU 23/2002

• Jaringan
Media/ 
Jurnalis
Peduli Anak

2030

2018: 
• R PerPres

Kebijakan
KLA

• Jaringan
LM Peduli
Anak

2006-2010
KLA Piloting:
5  20 
kab/kota

2010-2011
KLA Revitalizing

2011-2018
KLA Implementing:
20  415 kab/kota



2011
Pengemb KLA di 
35 kab/kota

2010
Piloting KLA di 
20 kab/kota

2012
Pengemb KLA 
di 60 kab/kota

2013
Pengemb 
KLA di 184 
kab/kota

2006
Piloting KLA 
di 5 kab/kota

2008
Piloting KLA di 
10 kab/kota

2014
Pengemb
KLA di 239 
kab/kota

2016 
Pengemb
KLA di 302 
kab/kota
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2018 
Pengemb
KLA di 389 
kab/kota2017 

Pengemb

KLA di 349 
kab/kota

2030

2006-2010: 20 Kab/Kota
2010 Revitalisasi
2011- April 2019: 435 Kab/Kota

2019 
Pengemb

KLA di 514 
kab/kota

2015 
Pengemb
KLA di 264 
kab/kota



KELUARG
A RAMAH 

ANAK

PROVINSI 
LAYAK 
ANAK

(PROVILA)
KAB/KOTA 

LAYAK 
ANAK
(KLA)

KECAMATA
N LAYAK 

ANAK
(KELANA)

DESA/ 
KELURAHAN 
LAYAK ANAK

(DEKELA)
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34

514

6.793

79.075

65 
Juta

ANAK

83,4 
Juta

2030



Hak Sipil 
Kebebasan

Lingkungan 
Keluarga & 

Pengasuhan 
Alternatif

Kesehatan 
Dasar & 

Kesejahteraan

Pendidikan,
Pemanfaatan 
Waktu Luang 

& Kegiatan 
Budaya 

Perlindungan 
Khusus

Kelembagaan

1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media

4. Akta Kelahiran
5. Informasi Layak Anak 

6. Partisipasi Anak

7. Perkawinan Anak 
8. Lembaga Konsultasi bg 

Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan 

Alternatif
10. PAUD-HI

11.  Infrastruktur Ramah Anak

12. Persalinan di 
Faskes 

13. Prevalensi Gizi 
14. PMBA

15. Faskes dgn 
Pelayanan 

Ramah Anak 
16. Air Minum dan

Sanitasi
17. KTR dan IPS 

Rokok

18. Wajar 12 Th

19. SRA
20. PKA

21. Korban 
Kekerasan & 
Eksploitasi

22. Korban 
Pornografi & 
Situasi Darurat

23. Penyandang 
Disabilitas

24. ABH, 
Terorisme, 
Stigma

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kluster I

Kluster II

Kluster IIIKluster IV

Kluster V
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PENDAHULUAN
Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Evaluasi KLA 

ke-7

18

TUJUAN EVALUASI
Untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan 

memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan 
KLA. 



435 KABUPATEN/KOTA 
YANG TELAH MENGINISIASI “KLA” 

HINGGA APRIL 2019
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435 KK
(85%)

79 KK
(15%)



EVALUASI KLA 2019
Penilaia

n

Mandiri

Verifikasi

Administrasi

Verifikasi
Lapangan

Verifikasi

Final

SAAT INI



Start
Inisiasi

Pratama
Madya

Nindya
Utama

KLA

500-600
600-700

700-800

800-900
900-1000



22

PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI
Tahun 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, dan 2018

Kategori Penghargaan KLA:

1.Kabupaten/Kota Layak Anak
2.Utama
3.Nindya
4.Madya
5.Pratama



HASIL EVALUASI KLA 2019
(SEMENTARA)

Total KK : 514
VA>500 = Lolos KE VL : 244

Naik Extra : 13 KK
Naik : 141 KK
Tetap : 79 KK
Turun : 5 KK



PERBANDINGAN EVALUASI KLA 

Evaluasi KLA 2018 

PM  389 KK

VA  221 KK

VL  182 KK

VF  177 KK

Evaluasi KLA 2019 

PM 432 KK

VA 300 KK

VL 244 KK

VF …   KK



Evaluasi KLA 2018 
KELEMBAGAAN 150

KLASTER 1 135

KLASTER 2 205

KLASTER 3 185

KLASTER 4 110

KLASTER 5 215

TOTAL 1000

Evaluasi KLA 2019 

KELEMBAGAAN 100

KLASTER 1 125

KLASTER 2 180

KLASTER 3 150

KLASTER 4 130

KLASTER 5 215

KECAMATAN 25

DESA/KEL               75

TOTAL 1000

NILAI 
PER KLASTER + KELEMBAGAAN KLA TAHUN 2019



URUSAN PEMERINTAHAN

KONKUREN

(34 Urusan Bersama Pusat, Provinsi, 

Kab/Kota)ABSOLUT

Wajib/Obligatory

• Wajib Pelayanan Dasar: 

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. PU dan Penataan Ruang

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

f.Sosial

Pilihan/Optional

(Sektor Unggulan 8)

a. Kelautan dan Perikanan

b. Pariwisata

c. Pertanian

d. Kehutanan

e. ESDM

f. Perdagangan

g. Perindustrian

h. Transmigrasi

1. Dilaksanakan sendiri

2. Dekonsentrasi

3. TP

STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN
(UU No. 23 Tahun 2014)

1. Politik Luar Negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal

Nasional

6. Agama
Wajib/Obligatory

• Wajib Tidak Pelayanan Dasar: 

a. Tenaga Kerja

b.PP dan PA
c. Pangan

d. Pertanahan

e. Lingkungan Hidup

f. Adminduk dan Capil

g. PM dan Desa

h. Pengendalian Penddk dan KB

i. Perhubungan

j. Kominfo

Pemerintahan Umum

k. Koperasi, UKM

l. Penanaman Modal

m.Kepemudaan dan OR

n. Statistik

o. Persandian

p. Kebudayaan

q. Perpustakaan

r. Kearsipan

SPM

NSPK



27

1. DEKLARASI  membangun komitmen

2. Pembentukan Gugus Tugas

3. Pengumpulan Data Basis  Profil KLA

4. Penilaian Mandiri  24 Indikator KLA

5. RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

6. PELAKSANAAN KLA  + PEMANTAUAN

7. EVALUASI KLA

PERENCANAAN

PRA KLA

TAHAPAN Penyelenggaraan KLA



Tahap Penyelenggaraan 

N
O

7 LANGKAH DEF 
OPERASIONAL

KEKUATAN KELEMAHA
N 

ACTION 

1 Komitmen 

2 Gugus Tugas KLA

3 Profile Anak

Profile KLA

4 Penilaian 
mandiri

5 RAD KLA

6 Implementasi 
KLA

7 Evaluasi 
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9 KOMPONEN  KUNCI 
DI SETIAP INDIKATOR 

1.ADANYA PERATURAN/KEBIJAKAN DAERAH TENTANG 
KLA

2.PERSENTASE ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN 
UNTUK KLA

3.SDM TERLATIH KONVENSI HAK ANAK 
4.KETERLIBATAN FORUM ANAK/KELOMPOK ANAK
5.KEMITRAAN ANTAR OPD DALAM PENGEMBANGAN 

KLA 
6.KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM KLA
7.KEMITRAAN DENGAN  DUNIA USAHA DALAM KLA
8.KEMITRAAN DENGAN MEDIA DALAM KLA
9.INOVASI DALAM KLA



Hak Sipil 
Kebebasan

Lingkungan 
Keluarga & 

Pengasuhan 
Alternatif

Kesehatan 
Dasar & 

Kesejahteraan

Pendidikan,
Pemanfaatan 
Waktu Luang 

& Kegiatan 
Budaya 

Perlindungan 
Khusus

Kelembagaan

1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media

4. Akta Kelahiran
5. Informasi Layak Anak 

6. Partisipasi Anak

7. Perkawinan Anak 
8. Lembaga Konsultasi bg 

Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan 

Alternatif
10. PAUD-HI

11.  Infrastruktur Ramah Anak

12. Persalinan di 
Faskes 

13. Prevalensi Gizi 
14. PMBA

15. Faskes dgn 
Pelayanan 

Ramah Anak 
16. Air Minum dan

Sanitasi
17. KTR dan IPS 

Rokok

18. Wajar 12 Th

19. SRA
20. PKA

21. Korban 
Kekerasan & 
Eksploitasi

22. Korban 
Pornografi & 
Situasi Darurat

23. Penyandang 
Disabilitas

24. ABH, 
Terorisme, 
Stigma

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kluster I

Kluster II

Kluster IIIKluster IV

Kluster V
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